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                                                             ABSTRAK 

Peranan hukum di dalam pergaulan hidup adalah sebagai sesuatu yang 
melindungi, memberi rasa aman, tentram dan tertib untuk mencapai kedamaian dan 
keadilan setiap orang. Aturan hukum mengenai tanah sebagai jaminan kredit dahulu 
diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tepatnya Pasal 1162, objek 
yang dapat dibebani dengan hipotik adalah benda-benda tidak bergerak. Eksekusinyapun 
secara parate eksekusi sesuai pasal 224 HIR yaitu berdasarkan, “DEMI KEADILAN 
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Undang-Undang No. 4 Tahun 
1996 memiliki sedikit kesamaan hipotik yakni dalam hal eksekusinya yaitu bersifat parate 
eksekusi yang mengacu pada pasal 224 HIR, dimana ketentuan ini mempunyai kekuatan 
sama dengan putusan Pengadilan. Dalam perkembangannya eksekusi tidak selalu berjalan 
lancar, karena debitur merasa keberatan bahwa tanah tersebut merupakan aset berharga. 
Dari eksekusi itu sedikit sekali yang terdapat pihak-pihaknya mau berdamai, dan 
memberikan keringanan yaitu dengan perpanjangan jangka waktu dan bentuk pilihan 
penyelesaian pelunasan hutang lainnya . Dalam hal ini Penulis membahas putusan kasasi 
Nomor 1400K/PDT/2001. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah  metode 
penelitian yang bersifat deskriptif yaitu metode  memberi gambaran mengenai sesuatu 
permasalahan, sedangkan Pendekatan yang dipakai dalam penulisan ini adalah normatif 
yaitu dengan membahas peraturan perundang undangan yang berlaku saat ini serta 
kaitannya dalam permasalahan yang diteliti. Sedangkan analisa yang digunakan adalah 
analisa kualitatif yaitu penelitian akan menguraikan/menjelaskan data yang diperoleh 
untuk memahami sifat-sifat fakta atau gejala yang benar-benar berlaku dalam masyarakat. 
Putusan MA yang menyatakan Terbantah beritikad tidak baik dan terbukti melanggar isi 
perjanjian damai dan melakukan eksekusi yang tidak sesuai Pasal 224 HIR dan 
mengabulkan bantahan Pembantah sebagian merupakan langkah tepat dan adil. Karena 
dalam memutuskan suatu perkara, hakim harus lebih bijaksana, tegas, dan terlebih utama 
harus Adil dalam setiap pertimbangan untuk pengambilan keputusan dalam menjatuhkan 
putusan yang menjamin keadilan bagi para pihak.Bagi pihak kreditur dalam hal eksekusi 
hendaknya selalu mengedepankan itikad baik dan jangan bertindak semaunya sendiri ( 
main hakim sendiri). 


